BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 71 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN,

SURAT IZIN TEMPAT USAHA, HINDER ORDONANTIE, SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN » TANDA DAFTAR INDUSTRI,
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR GUDANG

Menimbang

KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI TRENGGALEK,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Trenggalek yang mewajibkan setiap unit penyelenggara
pelayanan perlu menyusun standar pelayanan publik
sebagai tolok ukur kinerja pelayanan yang dibakukan dan

wajib ditaati oleh pemberi dan penerima layanan;

bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun
2008 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Izin
Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha, Hinder
Ordonantie, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar
Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri
Dan Tanda Daftar Gudang Kabupaten Trenggalek sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan

pelayanan perizinan saat ini;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Perizinan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat
Usaha, Hinder Ordonantie, Surat Izin Usaha Perdagangan,
Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Izin
Usaha Industri Dan Tanda Daftar Gudang Kabupaten
Trenggalek;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur N egara
Nomor PER/20/M.PAN /04 /2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
29/PRT/M /2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan

Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:41 /M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda

Daftar Industri;
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi
Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana

Rinciannya;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16 /PRT/M /2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
36/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
18 Tahun 2009 Nomor : 07/PRT/M/2009 Nomor

19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor - 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan

Bersama Menara Telekomunikasi;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7 /2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayananan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005
Nomor 5 Tahun 2005 Seri E);
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri
C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun
2012 tentang Peyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Téhun 2012
Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun
2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 9);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan
Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Perizinan dan
Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 7);
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T

37.Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 17 Seri A);

38. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan
dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri
D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN, SURAT IZIN TEMPAT USAHA, HINDER
ORDONANTIE, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN
USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR GUDANG
KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal 1

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan,
Surat Izin Tempat Usaha, Hinder Ordonantie, Surat Izin
Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar
Industri, Izin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Gudang
Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2008 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek

pada'tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 40
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